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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengevaluasi perlakuan akuntansi dan pajak
penghasilan pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan. 2) mengevaluasi penyusunan
laporan keuangan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan berdasarkan PSAK no 45. 3)
mengevaluasi perhitungan PPh Pasal 21 pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan.
4) mengevaluasi pelaksanaan perhitungan dan penyampaian Pajak Penghasilan Pasal
21 akhir tahun pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Ende-Flores pada
bulan Mei-Juni 2011. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini: deskriptif analisis dengan
membandingkan teori dengan data-data yang diperoleh berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan.

Hasil Penelitian menyimpulkan: 1) penerapan akuntansi nirlaba yang dilakukan
Yayasan Persekolahan Bina Wirawan telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan no.45 dan memenuhi unsur akuntansi nirlaba; adanya sumber daya
manusia yang handal, pencatatan anggaran yang membiayai aktivitas operasional
yayasan, jurnal pada akhir periode dan pelaporan keuangan yayasan pada setiap akhir
periode. 2) perhitungan PPh pasal 21 pada yayasan telah sesuai dengan undang-
undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntansi Nirlaba, PSAK no 45, PPh pasal 21 dan Undang-undang

perpajakan.
Latar Belakang Masalah

Situasi Bangsa Indonesia saat ini sangat
dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu Peng-
etahuan dan Teknologi. Perkembangan ini
membantu manusia dalam meningkatkan
kualitas hidup, dan membawa perubahan
besar dalam segala bidang kehidupannya,
terutama dalam bidang ekonomi. Namun, di
sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, ternyata belum dapat menye-
lesaikan permasalahan dan penderitaan hi-
dup masyarakat dewasa ini. Situasi tersebut
menyebabkan timbulnya banyak organisasi
yang bergerak dalam bidang sosial atau
dengan kata lain “organisasi nirlaba.”

Organisasi nirlaba atau organisasi

non profit adalah suatu organisasi yang ber-
sasaran pokok untuk mendukung suatu isu
atau perihal di dalam menarik perhatian
publik untuk suatu tujuan yang tidak
komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-
hal yang mencari laba (moneter). Organisasi
nirlaba meliputi organisasi keagamaan,
yayasan pendidikan, rumah sakit, sekolah
negeri, dan organisasi jasa sukarelawan.

Organisasi nirlaba (non profit) men-
jadikan sumber daya manusia sebagai asset
yang paling berharga, karena semua aktivi-
tas organisasi ini pada dasarnya adalah dari,
oleh, dan untuk manusia. PSAK No.45
menegaskan bahwa organisasi nirlaba mem-
peroleh sumber dana dari sumbangan para
anggota dan para penyumbang lain yang
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tidak mengharapkan imbalan apapun dari
organisasi tersebut (IAI, 2009). Organisasi
nirlaba (non profit) sama halnya dengan
organisasi laba (profif) yang harus menya-
jikan dan memberikan informasi keuangan
kepada pihak internal maupun kepada pihak
eksternal. Laporan keuangan pada organi-
sasi profit yang lengkap biasanya meliputi:
(1) Laporan Neraca, (2) Laporan Laba/Rugi,
(3) Laporan Perubahan Ekuitas (Munawir
2007.13). Sedangkan dalam organisasi nir-
laba laporan keuangan meliputi: (1) Laporan
Posisi Keuangan, (2) Laporan Aktivitas, (3)
Laporan Arus Kas. Tujuan laporan keua-
ngan dalam organisasi nirlaba adalah untuk
menyediakan informasi mengenai aktiva,
kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi
mengenal hubungan di antara unsur-unsur
tersebut pada waktu tertentu serta untuk
melakukan perhitungan pajak penghasilan
pasal 21 terutang. Informasi dalam laporan
posisi keuangan membantu para penyum-
bang, anggota organisasi, kreditur dan
pihak-pihak lain untuk menilai (1) Kemam-
puan organisasi untuk memberikan jasa
secara berkelanjutan, (2) Likuiditas, fleksi-
bilitas keuangan, kemampuan untuk meme-
nuhi kewajibanya, (3) Kebutuhan penda-
naan eksternal. (IAI, 2009) dan (4) Perhi-
tungan pajak penghasilan pasal 21 terutang,
(Mardiasmo, 2009).

Pihak manajemen perlu memper-
tanggungjawabkan sumbangan atau dana
yang telah diterima dari berbagai pihak
berupa laporan keuangan. Untuk pihak in-
ternal, tujuan laporan keuangan adalah un-
tuk mengetahui situasi keuangan yang ada
dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk
pihak eksternal, bertujuan untuk mengetahui
apakah dana yang disumbangkan telah
dipergunakan dengan baik dan terlampir
dalam laporan keuangan organisasi tersebut,
serta untuk menghitung pajak penghasilan
pasal 21 terutang agar dapat dipercayai
dalam pengelolaan organisasi selanjutnya.
Melihat situasi tersebut, para pengelola
organisasi nirlaba harus mampu member-
kan laporan keuangan yang baik kepada
para penyumbang agar tidak kehilangan
kepercayaan dan menghentikan sumber

dana terhadap organisasi nirlaba yang dike-
lolanya. Namun masih banyak organisasi
nirlaba yang menyajikan laporan keuangan
kepada pihak internal maupun pihak eks-
ternal sebatas pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang terjadi dalam organisasi
tersebut. Data yang disajikan hanya berupa
sumber dana dan penggunaan dana. Penya-
jian yang demikian mengakibatkan para do-
natur tidak mengerti dan bahkan tidak me-
ngetahui apakah dana yang disumbangkan
digunakan sesuai dengan keinginan dan ke-
sepakatan yang telah disetujui bersama.
Dengan mengikuti PSAK No.45 organisasi
nirlaba dianjurkan untuk menyediakan in-
formasi keuangan yang paling relevan dan
paling mudah dipahami oleh para penyum-
bang, kreditur, dan pemakai lain di luar
organisasi serta mempermudah pelaporan
pajak penghasilan terutang bagi organisasi
nirlaba dimaksud, sesuai dengan undang-
undang perpajakan yang berlaku.

PPh pasal 21 merupakan pajak
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain
yang yang dilakukan oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negara sebagai mana dimak-
sud dalam pasal 21 UU no. 17 tahun 2000.
Pihak yang wajib melakukan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21
adalah pemberi kerja, bendaharawan peme-
rintahan, dana pensiun, badan usaha dan
penyelenggara kegiatan. (Mardiasmo, 2009)

Badan adalah  sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi per-
seroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, per-
kumpulan, yayasan, organisasi massa, orga-
nisasi sosial politik atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Yayasan Persekolahan Bina Wira-
wan adalah salah satu bentuk organisasi
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nirlaba yang berkedudukan di Ende Flores,
merupakan salah satu karya para suster CIJ
dalam bidang pendidikan. Yayasan Perseko-
lahan Bina Wirawan terus berupaya untuk
meningkatkan manajemen yayasan dan
sekolah-sekolah yang dikelolanya secara
profesional dengan cara melengkapi sarana
dan prasarana maupun mengembangkan

sumber daya manusia, baik secara kualitas

maupun kuantitas dengan meningkatkan
jumlah pegawai, tenaga guru, serta fasilitas
pendidikan yang memenuhi standar sebagai
yayasan yang baik. Dengan demikian sangat
mempengaruhi  tingkat pendapatan gaji
karyawannya. Dari penghasilan yang diteri-
ma oleh karyawan akan dikenakan PPh pa-
sal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh
pembernt kerja sehubungan dengan pekerjaan
dari pemberi kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah
yang dikemukakan, maka masalah pokok
dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan Persekolahan Bina Wi-
rawan telah memperlakukan Akuntansi
sesuai dengan PSAK no 45 dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Un-
dang-Undang Perpajakan yang berlaku?

2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan dan
penyampaian Pajak Penghasilan Pasal
21 akhir tahun pada Yayasan Perse-
kolahan Bina Wirawan?

Kajian Teori

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi
non profit adalah suatu organisasi yang
bersasaran pokok untuk mendukung suatu
isu atau perihal menarik publik untuk suatu
tujuan yang tidak komersial, tanpa ada
perhatian terhadap hal-hal yang bersifat
mengari laba (moneter). Organisasi nirlaba
meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma
publik, rumah sakit, yayasan dan klinik pu-
blik, organisasi politis, bantuan masyarakat
dalam hal perundang-undangan, organisasi
sukarelawan, serikat buruh.

Ciri-ciri Organisasi Nirlaba:
1) Sumber daya entitas berasal dari para

penyumbang yang tidak mengharapakan

pembayaran kembali atas manfaat eko-
nomi yang sebanding dengan jumlah
sumber daya yang diberikan.

2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tan-
pa bertujuan memupuk laba, dan kalau
suatu entitas menghasilkan laba, maka
jumlahnya tidak pernah dibagikan kepa-
da para pendiri atau pemilik entitas
tersebut.

3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya
pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa
kepemilikan dalam organisasi nirlaba
tidak dapat dijual, dialihkan, atau dite-
bus kembali, atau kepemilikan tersebut
tidak mencerminkan proporsi pemba-
gian sumber daya entitas pada saat
likuiditas atau pembubaran entitas.

Pada organisasi nirlaba harus memu-
tuskan alokasi sumber daya yang terbatas
secara bijaksana, perencanaan’strategi lebih
penting dan lebih banyak memakan waktu
daripada jenis usaha itu sendiri. Dimana
keputusan programnya jadi lebih banyak
pertimbangan pribadi (subyektif).

Universitas, sekolah tinggi, yayasan,
dan organisasi sejenis biasanya mengetahui
berapa kira-kira pendapatan sebelum tahun
anggaran dijalankan. Namun organisasi ter-
sebut tidak memiliki pilihan dalam mening-
katkan pendapatannya karena organisasi ter-
sebut tidak mungkin melakukan kegiatan
pemasaran (promosi/iklan) untuk menduk-
ung pendapatannya. Organisasi tersebut me-
nganggarkan biaya sesuai dengan estimasi
jumlah penjualannya sehingga diharapkan
organisasi mendapatkan titik impas. Biasa-
nya organisasi meminta unit-unit pertanggu-
ngjawaban dalam organisasi membatasi
pengeluaran sesuai dengan yang telah diatur
dalam anggaran. Oleh karena itu, organisasi
tersebut memerlukan manajer yang mempu-
nyai tanggungjawab pusat membatasi peng-
eluaran sampai ke dekat jumlah anggaran.
Bisa disimpulkan alat pengendalian mana-
jemen yang paling penting dalam organisasi
seperti ini adalah berkaitan dengan aktivitas
keuangan organisasi yakni anggaran (baik
itu pendapatan maupun pengeluaran).
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Akuntansi Organisasi Nirlaba
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia
dalam PSAK (2009:45) laporan akuntansi
organisasi nirlaba meliputi:
1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan aktivitas.
3. Laporan arus kas.
4. Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Akuntansi Organisasi Nirlaba
Menurut Ahmed Riahi — Belkaoui
(2000:145) Para penggguna laporan keua-
ngan organisasi nirlaba memiliki kepenti-
ngan bersama yang tidak beda dengan orga-
nisasi Laba. Para pengguna ini membu-
tuhkan laporan keuangan nirlaba untuk
menilai :
a) Seberapa besar kemampuan organisasi
untuk dapat menyediakan jasa.
b) Kemampuan para pengelola organisasi
untuk mengelola sumber daya.
c¢) Kemampuan organisasi untuk terus
memberikan jasa dikomunikasikan me-
lalui laporan posisi keuangan yang me-
nyediakan informasi mengenai aktiva,
kewajiban, aktiva bersih.
Pertanggungjawaban pengelola me-
ngenai kemampuannya mengelola sumber
daya organisasi yang diterima dari para
penyumbang disampaikan melalui laporan
aktivitas dan laporan arus kas. Laporan
aktivitas menyajikan informasi mengenai
perubahan yang terjadi dalam kelompok
aktiva bersih.

Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dalam organi-
sasi nirlaba sama dengan peran anggaran
dalam organisasi komersial. Anggaran disu-
sun untuk perencanaan dan aktivitas yang
dilakukan. Dalam organisasi nirlaba angga-
ran merupakan bagian integral yang tidak
dapat dipisahkan dari siklus akuntansi, de-
ngan demikian dilakukan pencatatan, pem-
bentukan dan realisasi anggaran.

Menurut Baldric dan Bonni Siregar
(2001:7) secara berurutan bahwa siklus
akuntansi organisasi nirlaba sebagai berikut:
a) Mencatat anggaran dalam catatan akun-

tansi.

b) Mencatat transaksi yang terjadi selama
periode tertentu.

¢) Membuat jurnal penutup.

d) Menyiapkan laporan keuangan yang me-
liputi: neraca, laporan pendapatan, be-
lanja dan perubahan saldo dana, laporan
arus kas, laporan perbandingan antara
anggara dan realisasi.

Anggaran dalam organisasi nirlaba
lebih bersifat formal. Anggaran disusun un-
tuk tujuan perencanaan dan pengendalian
tanpa dimaksud untuk tujuan pencatatan
akuntansi.

Aspek Perpajakan untuk Yayasan

Pengertian yayasan adalah badan
hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipi-
sahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,
kemanusiaan (Pasal 1 UU No. 16/2001 ten-
tang Yayasan). Yayasan merupakan badan
yang terpisah sehingga menjadi WP (Wajib
Pajak) tersendiri dan wajib ber-NPWP.
Dengan demikian, yayasan wajib melaksa-
nakan kewajiban perpajakannya.

a. Kewajiban Perpajakan Yayasan
Yayasan mendaftarkan diri sebagai
WP untuk mendapatkan NPWP, melaporkan
usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak apabila menyerahkan BKP/JKP,
menyelenggarakan pembukuan, menghitung
dan memperhitungkan pajak, memotong
atau memungut pajak dari penghasilan atau
obyek yang wajib dipotong atau dipungut,
membayar dan menyetor pajak dan
melaporkan SPT masa dan tahunan.

b. Lingkup Objek Pajak Yayasan
Lingkup objek pajak yayasan sesuai

Pasal 4 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Penghasilan yang diterima atau diper-
oleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan,
atau jasa;

2. Bunga deposito, bunga obligasi dan
bunga lainnya;

3. Sewa dan imbalan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;

4. Keuntungan dari pengalihan harta,
termasuk keuntungan pengalihan harta
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yang semula berasal dari bantuan,
sumbangan atau hibah;

5. Pembagian keuntungan dari kerja sama
usaha.

c. Penerimaan atau Penghasilan yang
Bukan Merupakan Objek Pajak

1. (a.)bantuan atau sumbangan (dalam ra-
ngka pengembangan olahraga, promosi,
infrastruktur, dan sumbangan fasilitas
pendidikan); (b.) harta hibahan yang di-
terima oleh yayasan atau organisasi ya-
ng sejenis sebagai badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Keputu-
san Menteri Keuangan Nomor: 604/
KMK.04/1994 tanggal 21 Desember
1994;” sepanjang tidak ada hubungan-
nya dengan usaha, pekerjaan, kepemili-
kan, atau penguasaan antara pihak yang
memberi dengan pihak yang menerima.”
Apabila bantuan, sumbangan atau hibah
tersebut berupa harta yang dapat disu-
sutkan atau diamortisasi, harta tersebut
harus dibukukan oleh pihak yang mene-
rima sesuai dengan nilai sisa buku pihak
yang memberikan.

2. Dividen atau bagian laba yang diterima
atau diperoleh yayasan atau organisasi
yang sejenis dari penyertaan modal pada
badan wusaha vyang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Bantuan atau sumbangan dari Pemerin-
tah.

d. Pengurangan penghasilan bruto.

Untuk memperoleh penghasilan ne-

to, yayasan atau organisasi yang sejenis di-

perkenankan mengurangkan :

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung
dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau
pemberian jasa untuk mendapatkan, me-

. nagih, dan memelihara penghasilan atau
biaya yang berhubungan langsung de-
ngan operasional penyelenggaraan yaya-
san atau organisasi yang sejenis sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat
(1) UU PPh;

2. Penyusutan atau amortisasi atas penge-

. luaran untuk memperoleh harta yang

mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh

3. Subsidi/bea siswa yang diberikan kepa-
da siswa yang kurang mampu ataupun
biaya pendidikan siswa yang kurang
mampu yang dipikul oleh yayasan atau
organisasi yang sejenis yang tidak
bergerak di bidang pendidikan.

Contoh Pengurangan Penghasilan
Bruto; biaya-biaya yang diperkenankan un-
tuk dikurangkan dari penghasilan bruto bagi
Yayasan Pendidikan , antara lain berupa :

1. Gaji / tunjangan / honorarium pimpinan/
dosen/pengajar/karyawan;

2. Biaya umum/administrasi/alat tulis me-
nulis kantor;

3. Biaya publikasi/iklan;

4. Biaya kendaraan dan penyusutan

Biaya kemahasiswaan dan ujian semes-

ter

6. Biaya sewa gedung & utilities (listrik,

telepon, air);

Biaya laboratorium;

Biaya penyelenggaraan asrama;

9. Bunga bank dan biaya-biaya bank lain-
nya;

10. Biaya pemeliharaan kampus;

11. Kerugian karena penjualan/pengalihan
harta; ]

12. Biaya penelitian dan pengembangan;

13. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/
pengajar/karyawan;

14. Biaya pembelian buku perpustakaan dan
alat-alat olah raga & peraga;

15. Subsidi/bea siswa bagi siswa yang ku-
rang mampu;

16. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi
yang terkena.

L

o0

Penghitungan Pajak Penghasilan
Yayasan

Penghasilan Kena Pajak Yayasan
dilaporkan dalam bentuk SPT Tahunan ada-
lah jumlah penghasilan (kecuali penghasilan
yang dikenakan PPh Final) dikurangi deng-
an biaya yang hasilnya bisa berupa selisih
lebih atau selisih negatif. Selisih lebih
dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17
UU PPh). Bila menunjukkan selisih negatif,
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tidak terutang PPh. Khusus yayasan di
bidang pendidikan, selisih lebih yang
diinvestasikan kembali dalam waktu 4 tahun
tidak dikenakan pajak penghasilan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu
Kristian (2007)

Peneliti meneliti tentang Evaluasi a-
tas Penyusunan Laporan Keuangan dalam
Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 45.
Studi Kasus pada Yayasan Ichthus. Pene-
litian tersebut dilakukan untuk mengeva-
luasi penyajian laporan keuangan organisasi
nirlaba khususnya sekolah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa SD Permata dibawah
naungan Yayasan Ichthus menyajikan lapo-
ran keuangan yang sesuai dengan PSAK no.
45, hal tersebut ditemukan dalam terse-
dianya laporan keuangan yang terdiri dari
laporan posisi keuangan, laporan aktivitas,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan. Laporan posisi keuangan menye-
diakan informasi mengenai jumlah aktiva,
kewajiban, dan aktiva bersih. Laporan akti-
vitas memberikan informasi mengenai peru-
bahan terhadap aktiva bersih tidak terikat,
aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva
bersih terikat permanen. Laporan arus kas
menyediakan informasi mengenai penerima-
an dan pengeluaran kas dan setara kas pada
suatu periode yang disajikan menurut akti-
vitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Catatan atas laporan keuangan telah disaji-
kan secara sistematis dan menyediakan in-
formasi yang tidak dijelaskan dalam laporan
posisi keuangan, laporan aktivitas, dan
laporan arus kas.

Ulin (2009)

Peneliti meneliti tentang Evaluasi
Perhitungan PPh pasal 21 pada RS. Permata
Bunda Purwodadi. Objek penelitiannya
adalah Penghitungan PPh Karyawan Tetap
(PPh) Pasal 21 pada RS. Permata Bunda
Purwodadi periode penelitian 2008. Hasil
penelitian tersebut menjelaskan bahwa RS.
Permata Bunda Purwodadi telah melaksana-
kan perhitungan dan penyetoran PPh pasal
21 sesuai dengan Undang-undang perpaja-
kan no. 17 tahun 2000.

Kerangka Berpikir

Perhitungan PPh 21 yang diperla-
kukan pada Yayasan Bina Wirawan adalah
Jumlah Penghasilan Bruto dikurangi Biaya
Jabatan dan Iuran Pensiun dikurangi PTKP
setahun dan dikalikan Tarif Pajak yang
berlaku di bagi 12 bulan. Sehingga perhitu-
ngan PPh pasal 21 pada Yayasan Bina
Wirawan sesuai dengan undang-undang
perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian kerangka berpikirnya
dapat digambarkan sebagai berikut:

Akuntansi
Organisasi Nirlaba

PSAK NO 45 dan
UU Perpajakan

PPh pasal 21

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis
untuk mengetahui dan memperoleh data
secara langsung dari yayasan.

1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah jangka waktu
yang digunakan penulis untuk meneliti
dan memperoleh data pada yayasan
yakni : Bulan Mei — Juni 2011.

2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat dimana
penulis memperoleh data penelitian yai-
tu: Yayasan Persekolahan Bina Wirawan
Ende — Flores.

Dalam penelitian ini penulis mene-
tapkan variabel dependen yaitu PSAK no.
45 dan UU Perpajakan sedangkan variabel
independennya adalah Akuntansi Organisasi
Nirlaba dan PPh Pasal 21.

Penelitian yang dilakukan berupa
studi kasus pada suatu yayasan sebagai satu
organisasi non profit dalam rangka mem-
peroleh data yang relevan dengan masalah
yang diselidiki. Metode penelitian yang
akan diterapkan adalah deskriptif analisis
yang bertujuan untuk memberikan gam-
baran yang jelas tentang yayasan, akuntansi
organisasi nirlaba dan pajak penghasilan
pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan yakni
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laporan keuangan dan laporan pajak periode
2008-2010. Data yang akan dianalisis lalu
dibandingkan dengan teori yang ada dan
akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dengan
demikian kesimpulan yang dihasilkan dari
penelitian ini hanya berlaku bagi Yayasan
Persekolahan Bina Wirawan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mem-
bandingkan hasil penelitian dalam yayasan
dengan teori-teori yang ada (indikator yang
telah ditetapkan):

Tabel . Sosialisasi Variabel

Skala
Variabel Indikator variabel pengukuran

Akuntansi organisasi 1. Sumber daya manusia Ordinal

nirlaba dan PPh pasal 21 2. Siklus akuntansi yayasan: Ordinal

telah diperlakukan pada * Mencatat anggaran dalam catatan akuntansi Ordinal

yayasan. sesuai PSAK no. ¢ Mencatat transaksi Ordinal

45 dan undang-undang ® Membuat jurnal penutup Ordinal

perpajakan ¢ Membuat laporan keuangan Ordinal
3. Tujuan Pelaporan kenangan

menyajikan informasi mengenai : Ord}'nal

Jumlah, sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih Ordinal

e Pengaruh transaksi Ordinal

e Cara yayasan memperoleh dan membelanjakan kas Ordfnal

4. PPhpasal 21 terutang: Ord}nal

*  Menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai Rl

il Ordinal

®  Mengisi dan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak

badan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam penerapan
Akuntansi Nirlaba dan Pajak Penghasilan
Pasal 21, dapat dikatakan bahwa Yayasan
Persekolahan Bina Wirawan telah menerap-
kan dan memperlakukan unsur-unsur akun-
tansi dan perpajakan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukan bahwa
para pegawai yayasan khusus bagian keua-
ngan dapat memahami tugasnya dengan me-
lakukan pencatatan terhadap setiap transaksi
yang terjadi dalam aktivitas yayasan. Para
pegawai dapat mengolah data keuangan
menjadi informasi keuangan yang Berman-
faat untuk pertanggungjawaban dan peng-
ambilan keputusan. Dengan demikian paga-
wai yang memahami tugasnya serta trampil
dalam pencatatan transaksi keuangan dapat
menciptakan palaporan keuangan yayasan
yang baik.

'b) Penyusunan Anggaran

; Yayasan Persekolahan Bina Wira-
wan menyusun anggaran yang berlaku sela-
ma satu tahun, Anggaran sangat berperan

dalam pelaporan keuangan yayasan karena
semua penerimaan dan pengeluaran salalu
mengacu pada anggaran yang dibuat oleh
tim perancang anggaran. Proses penyu-
sunan anggaran dilakukan dengan sistem
campuran yaitu dimulai dengan penjelasan
mengenai visi dan misi’ yayasan kemudian
dijabarkan dalam program secara garis be-
sar, dijelaskan kepada masing-masing unit
karya yang ada pada struktur organisasi
yayasan. Selanjutnya masing-masing unit
membuat suatu anggaran berdasarkan pro-
gram kerja yang telah ditentukan. Anggaran
tersebut disampaikan kepada pengurus dan
pengawas yang diharapkan untuk dipelajari
dan disahkan. Dengan adanya penyusunan
anggaran terhadap sumber penerimaan dan
pengeluaran dana maka dapat menunjang
pelaporan keuangan yang lebih baik.
¢) Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan dimulai dari dite-
rimanya uang yang berasal dari penerimaan
yayasan. Proses pembelanjaan berawal dari
disetujuinya permintaan anggaran dari
bidang yang membawahi aktivitas tertentu
dan mengajukan kepada bendahara yayasan
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untuk mengeluarkan uang dari kas yayasan.
Dengan adanya pencatatan transaksi dalam
aktivitas penerimaan dan pengeluaran uang
disertai bukti yang mendukung untuk dapat
menunjang pelaporan keuangan yayasan
yang lebih baik. Informasi yang dicatat juga
mengenai jumlah aktiva, jumlah arus kas
masuk dan kas keluar, cara yayasan
mendapatkan dan membelanjakan kas. De-
ngan demikian diharapkan dapat memenuhi
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
informasi keuangan untuk digunakan seba-
gai bahan evaluasi serta dapat dijadikan das-
ar pengambilan keputusan.
d) Pembuatan Jurnal Penutup

Penutupan perkiraan berarti mem-
persiapkan budget atau pencatatan transaksi
pada periode berikutnya. Penutupan terdiri
dari penjurnalan dan pemindahbukuan ayat
jurnal penutup. Penutupan transaksi akan
mengembalikan nilai sisa pendapatan dan
pengeluaran untuk penghitungan penerima-
an dan pengeluaran periode berikutnya. Ak-
hir tahun anggaran disusun realisasi angga-
ran yang menunjukkan kemampuan pengu-
rus yayasan untuk mencapai anggaran yang
telah ditetapkan. Proses akuntansi ini dila-
kukan untuk mengetahui besarnya saldo
anggaran sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan dapat dipakai sebagai bahan
evaluasi.
e) Pembuatan laporan keuangan

Yayasan Persekolahan Bina Wira-
wan memberikan informasi keuangan dalam
bentuk laporan keuangan. Laporan keua-
ngan yang disajikan meliputi laporan bula-
nan, laporan penerimaan dan pengeluaran
saldo dana dan laporan arus kas serta
laporan perbandingan antara perencanaan
dan realisasi. Informasi keuangan ini ber-
guna dalam membuat keputusan atas alokasi
sumber dana dan menilai pengurus dalam
melaksanakan tanggung jawab atas tugasnya
serta dapat digunakan sebagai bahan evalu-
asi dalam penyusunan anggaran program
pada tahun berikutnya.

~ Informasi keuangan yang ditetapkan

Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, telah
memenuhi tujuan kualitatif dari informasi

keuangan yang menunjang pelaporan keua-

ngan yayasan antara lain :

1) Relevan: informasi yang dihasilkan ada-
lah yang relevan dengan kebutuhan para
pemakai informasi keuangan sehingga
dapat dipakai sebagai dasar pengambilan
keputusan.

2) Dapat dimengerti: informasi yang dihas-
ilkan mudah dimengerti karena disajikan
secara sederhana berupa penerimaan dan
pengeluaran kas.

3) Daya uji: informasi yang dihasilkan dari
segi validitas dengan cukup baik. Dila-
kukan oleh sumber daya manusia yang
berpengalaman dalam bidang keuangan.

4) Netral: informasi yang dihasilkan dapat
diterima dan dimengerti oleh pihak yang
membutuhkan informasi.

5) Tepat waktu: informasi yang dihasilkan
dapat diperoleh pada waktu yang diper-
lukan dan tepat untuk perencanaan pro-
gram yang lebih lanjut. ,

6) Daya banding: informasi yang dihasil-
kan dapat dibandingkan dengan periode-
periode sebelumnya atau dapat diban-
dingkan dengan yayasan lain untuk per-
baikan.

7) Lengkap: informasi yang dihasilkan
lengkap, meliputi data-data keuangan
berupa penerimaan dan pengeluaran kas.
Dengan demikian informasi keuangan
yang dihasilkan menunjang efektivitas
pelaporan keuangan yayasan.

Unsur-unsur pelaporan keuangan
yang dijalankan Yayasan Persekolahan Bina

Wirawan pada tahun 2008-2010 adalah

sebagai berikut:

1) Jumlah; (a) Jumlah anggaran yang disu-
sun yayasan untuk tahun 2008 menandai
aktivitas operasional yayasan sebesar
Rp. 955.500.000,- yang terdiri dari ang-
garan rutin sebesar Rp. 366.000.000,-
dan program sebesar Rp. 589.500.000,-.

Penggunaan untuk membiayai pe-
ngeluaran  yayasan  sebesar  Rp.
929.711.093,-; (b) Jumlah anggaran

yang disusun yayasan untuk tahun 2009
menandai aktivitas operasional yayasan
sebesar Rp. 1.435.000.000,- yang terdiri
dari anggaran rutin sebesar Rp.
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450.000.000,- dan program sebesar Rp.
985.000.000,-. Penggunaan untuk mem-
biayai pengeluaran yayasan sebesar Rp.
1.430.957.916,-; (c¢) Jumlah anggaran
yang disusun yayasan untuk tahun 2010
menandai aktivitas operasional yayasan
sebesar Rp.1.650.000.000,- yang terdiri
dari anggaran rutin sebesar Rp.
550.000.000,- dan program sebesar Rp.
1.100.000.000,-. Penggunaan untuk
membiayai pengeluaran yayasan sebesar
Rp. 1.534.813.152.-

2) Pengaruh transaksi yang dapat menam-
bah atau mengurangi jumlah aktiva ada-
lah merupakan transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas yang dapat mempenga-
ruhi pelaporan keuangan yayasan. Selu-
ruh transaksi dicatat oleh bendahara di-
sertai bukti-bukti yang mendukung sehi-
ngga pelaporan keuangan yayasan men-
jadi lebih baik.

3) Cara yayasan memperoleh dan membe-
lanjakan kas: Sumber kas yang dipero-
leh Yayasan Bina Wirawan adalah sem-
ata dari unit-unit karya baik berupa sum-
bangan wajib maupun akhir tahun yang
digunakan untuk membiayai aktivitas
operasional yayasan. Sumber dan peng-
gunaan uang yang diperoleh oleh yaya-
san selalu dilaporkan yayasan dalam
bentuk laporan keuangan.

f) Perhitungan PPh pasal 21.

Perhitungan PPh 21 yang diperlaku-
kan pada Yayasan Persekolahan Bina Wira-
wan adalah Jumlah Penghasilan Bruto diku-
rangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun diku-
rangi PTKP setahun dan dikalikan Tanf
Pajak yang berlaku di bagi 12 bulan. Peng-
hasilan Neto yang diterima pegawai yayasan
kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak
sehingga PPh pasal 21 terutang untuk Ya-
yasan Persekolahan Bina Wirawan Nihil.
Data yang diperoleh penulis dalam pene-
litian pada Yayasan Persekolahan Bina
Wirawan pada tahun 2008 jumlah pegawai
tetap dan penerima pensiun atau tunjangan
hari tua sebanyak 139 orang dengan pengha-
silan bruto sebesar Rp. 1.344.910.032,- se-
dangkan pegawai tidak tetap atau penerima
honorarium dan penghasilan lainnya seba-

nyak 224 orang dengan penghasilan bruto
sebesar Rp. 717.972.000,- sehingga jumlah
pegawai seluruhnya 363 orang dengan pe-
nghasilan bruto sebesar Rp. 2.062.882.032,-
g) Penyampaian SPT tahunan

Berdasarkan penelitian penulis, Ya-
yasan Persekolahan Bina Wirawan selaku
wajib pajak badan setelah pemotongan pa-
jak wajib mengisi, menandatangani, dan
menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan dan PPh Pasal 21 ke Kantor Pela-
yanan Pajak tempat pemotong pajak terdaf-
tar yaitu Kantor Penyuluhan Pajak Ende
Flores.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah penulis lakukan
pada Yayasan Persekolahan Bina Wirawan
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi Organisasi Nirlaba
yang dilakukan Yayasan Persekolahan
Bina Wirawan telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan no. 45
dan memenuhi unsur-unsur akuntansi
nirlaba secara memadai yakni:

a) Adanya sumber daya manusia yang
mampu menjalankan tugasnya den-
gan baik untuk melakukan pencata-
tan terhadap segala transaksi pene-
rimaan dan pengeluaran kas yang
terjadi dalam aktivitas yayasan.

b) Adanya pencatatan anggaran yang
telah disusun yayasan dengan tidak
dibatasi penggunaan untuk membia-
yai aktivitas operasional yayasan.

c) Adanya jurnal pada akhir periode
akuntansi.

d) Adanya laporan keuangan yang ter-
diri dari: laporan bulanan, laporan
pendapatan, laporan arus kas dan
laporan perbandingan anggaran dan
realisasi pada setiap akhir periode
akuntansi.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
terutang pada Yayasan Persekolahan Bi-
na Wirawan telah sesuai dengan un-
dang-undang perpajakan yang berlaku.
Penulis menemukan dalam perhitu-ngan
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PPh pasal 21 pada yayasan nihil. Ini
diketahui karena penghasilan bruto
pegawai yayasan kurang dari Penghasi-
lan Tidak Kena Pajak. Meskipun peri-
tungan PPh pasal 21 yayasan nihil, na-
mun yayasan sebagai Wajib Pajak tetap
mengisi SPT dan menyampaikan ke
kantor pajak pada akhir tahun pajak.
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